PENGUMUMANa PERATURAN PEMER]NTAH

PEDOMAN MANAJEMEN PUSKESMAS
(Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 44 Tahun 2016,
tanggal 1 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa Puskesmas sebagai tulang punggung pe-
nyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dasar
bagi masyarakat di wilayah kerjanya berperan
menyelenggarakan upaya kesehatan untuk me-
ningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap penduduk agar mem-
peroteh derajat kesehatan yang optimal;

bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan
baik upaya kesehatan masyarakat tingkat per-
tama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama dibutuhkan manajemen Puskesmas yang
dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan
agar menghasilkan kinerja Puskesmas yang efek-
tif dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pe-
doman Manajemen Puskesmas;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tamba-

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5607);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 ten-
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6.

tang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Neg- |

ara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun |

2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Beri-

ta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor |

1676);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor _64 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen-
terian Kesehatan (Berita Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

: Menetapkan :

PERATURAN MENTER! KESEHATAN TENTANG PE-
DOMAN MANAJEMEN PUSKESMAS.

Pasal 1
Pedoman manajemen Puskesmas harus men-

jadi acuan bagi:

a.

' 3} melaksanakan

Puskesmas dalam:

1) menyusun rencana 5 (lima) tahunan yang ke- |

mudian dirinci kedalam rencana tahunan:

2) menggerakan pelaksanaan upaya kesehatan |

_ secara efesien dan efektif;

pengawasan, pengendalian
dan penilaian kinerja Puskesmas;

4) mengelola sumber daya secara efisien dan
efektif; dan

5) menerapkan pola kepemimpinan yang tepat _

dalam menggerakkan, memotivasi, dan mem-
bangun budaya kerja yang baik serta bertang-

gung jawab untuk meningkatkan mutu dan |

kinerjanya.

Dinas kesehatan kabupaten/kota dalam melak- |

sanakan pembinaan dan bimbingan teknis manaje-
men Puskesmas.

Pasal 2
Ruang lingkup Pedoman Manajemen Puskes-

mas meliputi:

a.
b.
c.

perencanaan;
penggerakkan dan pelaksanaan;

pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja;
dan
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d. dukungan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam
manajemen Puskesmas.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman '

Manajemen Puskesmas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak ter-

| pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
{(1)- Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan

Peraturan Menteri ini dilaksanakan cleh Kemen-

terian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Di-
nas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan
fungsi masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan dan kinerja Puskes-
mas yang berkualitas secara optimal.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin- |

tahkan pengundangan Peratuan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1423

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI YANG
AKAN BERAKHIR KONTRAK KERJA SAMANYA

(Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 30 Tahun 2016, tanggal 13 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERG| DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK {INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjaga tingkat produksi
minyak dan gas bumi serta memberikan kepas-
tian dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu min-
yak dan gas bumi pada masa alih kelola wilayah
kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya,
perlu menambahkan beberapa ketenttan dalam

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan
Berakhir Kontrak Kerja Samanya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sum-
ber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya;

Besingss Mews 3957725-79. 2098



